BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian, pengolahan dan analisis data yang telah
peneliti lakukan terkait dengan efektivitas pelaksanaan sidang keliling dalam
perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1.b Baturaja dalam membantu
masyarakat miskin telah terurai pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini
peneliti memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyelesaian perkara perceraian melalui sidang keliling Pengadilan
Agama Kelas 1.b Baturgja sudah cukup efektif meskipun hanya dari
segi biaya transportasi dan jarak tempuh ke lokasi persidangan.
Meskipun demikian program sidang keliling tersebut sudah sesual
dengan tujuan yang ingin dicapai. Menurut penjelasan dalam
Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 pasal
3. Prosedur pelaksanaan dan biaya panjar perkara masih tetap sama
dan tidak ada perubahan dalam penyelesaian perkara perceraian di
kantor pengadilan. hal ini dikarenakan hukum acara sidang keliling
yang dipakai sama dengan hukum acara peradilan agama pada
umumnya.

2. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan sidang keliling di Kecamatan
Lengkiti Pengadilan Agama Kelas 1.b Baturgja. Pertama, faktor
pendukung pelaksanaan penyelesaian perkara perceraian melalui
sistem sidang keliling di Pengadilan Agama Kelas 1.b Baturga
adalah: 1) Kerjasama yang baik dari aparat desa, camat, hakim dan
para pihak yang berperkara, 2) Sarana dan prasarana yang memadai,
3) Lokasi lebih dekat dengan masyarakat desa, 4) Kesadaran hukum
masyarakat. Kedua, faktor yang menghambat jalannya sidang keliling
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antara lain : 1) Pelaksanaan Sidang Tidak Selesai di Lokas Sidang
Keliling, 2) Suasana gedung yang kurang nyaman.

B. Saran

Setelah melihat beberapa hambatan dan kekurangan dari penyelesaian
perkara perceraian melalui sidang keliling oleh Pengadilan Agama Kelas 1.b
Baturgja, peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Biaya perkara hendaknya dibedakan antara pelaksanaan sidang secara
norma didalam gedung Pengadilan Agama dengan program sidang
keliling. Selain itu pula pelaksanaan sidang keliling agar dapat
terlaksana dengan baik dan dapat mengurangi beban para pihak dalam
segi biaya, dapat dilakukan pula dengan menambah perkara prodeo
yang ada pada sidang keliling, syaratnya dengan memperbanyak
sosidlisass kepada masyarakat agar masyarakat umum dapat
memahami prosedur pelaksanaan sidang kelilig yang dimaksud.

2. Penambahan anggaran DIPA dari pemerintah untuk mengatasi
penyelesaian perkara yang belum selesa dalam sidang keliling.
Dengan demikian akan membuat efektivitas pelaksanaan sidang
keliling tercapa dengan sempurna dan akan sangat membantu
masyarakat desa. Satu lagi yang perlu di perhatikan yaitu untuk Iebih
mengondisikan lokasi sidang keliling atau membangun tempat sidang
keliling khusus di kecamatan-kematan yang telah ditentukan
lokasinya agar penyelesaian perkara tetap nyaman dan aman
dialaksanakan baik dari pihak petugas maupun pihak yang berperkara.

3. Bagi Pengadilan Agama Kelas 1.b Baturgja agar tetap memberikan
layanan terbaik kepada masyarakat yang membutuhkan keadilan
terutama dalam pelayanan sidang keliling untuk tahun-tahun
selanjutnya.
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